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Menimbang  : a bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah Kota 

Semarang yang berkesinambungan dibutuhkan dana yang memadai, maka perlu 
adanya dukungan dan peran serta baik dari masyarakat, badan d an badan hukum 
berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ; 

  
c bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penerimaan Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada Daerah.  

    
Mengingat  1 Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) ;  

  2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3839)  

  3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);  

  4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) ;  

  5 Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;  

  6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di 
Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, 
Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);  

  7 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan d an 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4022);  
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  8 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;  

  9 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 209)  

  10 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden  

  11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 2 Seri E)  

  

 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK 

KETIGA KEPADA DAERAH 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

a. Daerah adalah Kota Semarang; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang; 

c. Walikota adalah Walikota Semarang; 

d. Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara suka rela, tidak 

mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang, balk yang bergerak 

atau tidak bergerak; 

e. Pihak Ketiga adalah setiap orang, badan dan badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan 

kewarganegaraan atau asal usulnya; 

f.  Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Semarang. 

 
BAB II 

PENERIMAAN SUMBANGAN 
Pasal 2 

(1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga. 

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, dan atau lain-lain 

sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga. 

(3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi 

kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak 

dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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